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ABSTRACT 

 

The Influence of Communication, Learning Resources, Executive Attitudes 
and Bureaucratic Structure through The Quality of Education Services of 

RSMABI in SMA N 1 Tegal  

Tri Susila Hidayati  

Universitas Terbuka  

zusie_tri@yahoo.com  

 

Key words : communication, learning resources, executive attitudes, 
bureaucratic structure, service quality, education. 

The indications of the lack of communication, learning resources, 
executive attitudes, and bureaucratic structures at school has  affected on the 
poor quality of education service delivery. The service quality is influenced 
by four factors of organization’s environment, namely: communication, 
resources, executive attitudes, and bureaucratic structures. The research 
done in  RSMABI in SMA N 1 Tegal, has the purpose : 1) To describe the 
level of quality of education services, 2) To describe the level of 
communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structure in 
the socialization of Consumer Protection Act (UUPK), which is a general 
perception about the policy of education consumer protection, 3) To know 
the relationship and great influence among the communication, resources, 
executive attitudes, and bureaucratic structure toward the quality of 
education services.  

The population sample is taken with random sampling technique, it was 
chosen 235 people of SMA N 1 Tegal. The independent variable in this study 
were communication (X1), learning resources (X2), executive attitudes (X3), 
and the bureaucratic structure (X4), while the dependent variable is the 
quality of educational services (Y). The data collection was found out from : 
1) questionnaire, 2) interview guide, 3) documents. The data analysis 
techniques in this study uses simple regression analysis techniques.  

The results showed that there were positive effects of communication 
variables, resources, attitudes and bureaucratic stuctrures in implementing 
socialization of Consumer Protection  Act (UUPK) together to the quality of 
education servives as indicated by the regression equation Ŷ = 41,393 + 
8,151X1 + 5,521X2 + 3,324X3 + 5,604X4,  with a large contribution of R2 = 
0,856. From each influence dominant factors, it is obtained the great 
sequence: 1) communication 0,649, 2) resources 0,566, 3) bureaucratic 
structure 0,507, and 4) the attitude of the implementing 0,477. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Konsep pelayanan  

Pelayanan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Dalam 

kamus bahasa Indonesia  arti kata pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan 

orang lain, dan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang 

diperlukan oleh seseorang. Pengertian pelayanan publik menurut UU RI No 

25/2009, pasal 1 (1) adalah: 

”kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

 

Kepmenpan No 63 Tahun 2003 mengartikan pelayanan yang dalam hal ini 

pelayanan publik adalah:  

”segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksana ketentuan peraturan perudang-undangan”. 

 
Definisi lain dari pelayanan dikemukakan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner, 

dan Crosby (1997) dalam Ratminto dan Winarsih AS (2010:2) sebagai berikut: 

”Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. 

 

Atau definisi pelayanan yang lebih rinci lagi dari Gronroos (1997) dalam 

Ratminto dan Winarsih AS (2010:2) sebagai berikut: 
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”Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata ( tidak dapat diraba ) yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan/pelanggan”. 

 
Pelanggan atau konsumen adalah pihak yang dapat merasakan kepuasan dari 

suatu pelayanan. Tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya 

sangat berkaitan erat dengan standar kualitas pelayanan. Barata (2003:22) 

menyatakan tentang pelayanan sebagai berikut:  

”Dalam kaitannya dengan pelayanan kepada pelanggan, semua pihak yang 
bergerak dalam pemberian layanan yang bersifat komersil maupun non- 
komersil harus menyadari, bahwa keberadaan konsumen yang setia (loyal) 
merupakan pendukung untuk kesuksesan bagi perusahaan atau organisasi 
lainnya.” 

 

Lebih lanjut tentang konsep pelayanan bagi pelanggan Barata (2003:35) 

menyatakan: 

Perusahaan atau organisasi akan memberikan layanan kepada pelanggan 
intern (para pegawai). Keberhasilan pelayanan kepada pelanggan ekstern 
tergantung kinerja pelanggan intern. Bagi pelanggan intern, pengorbanan 
adalah jasa yang diberikan oleh para pegawai secara langsung atau tidak 
langsung untuk kelancaran organisasi/perusahaan, sedangkan kepuasan 
adalah meliputi suasana kebersamaan dalam bekerja dan imbalan jasa yang 
diperolehnya. Bagi pelanggan ekstern, pengorbanan adalah ongkos atau harga 
yang dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa, sedangkan kepuasan 
adalah kesesuaian antara harapan dengan kenyataan manfaat yang diperoleh. 

 

Sudah dijelaskan tentang konsep pelayanan. Sedangkan publik berarti umum, 

masyarakat atau Negara. Maka pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia dalam hal ini masyarakat. 

Masyarakat setiap waktu akan senantiasa menuntut pelayanan publik yang 

berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang 

mereka harapkan.  Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari 
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besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif 

didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Pelayanan Publik 

sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena 

hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat 

terhadap peranan pemerintah.  

Secara rinci dinyatakan oleh Ridwan J dan Sudrajat AS (2009:20), pelayanan 

publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara Negara. Kebutuhan ini harus dipahami bukan sebagai kebutuhan 

individual akan tetapi kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat 

luas. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. 

Menurut Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 

63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam Ridwan J dan Sudrajat AS (2009:19),  pelayanan 

publik dibagi dalam: a) kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti KTP, 

Akte pernikahan, Akte Kelahiran, SIM dll, b) kelompok pelayanan barang, yaitu 

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh 

publik, misalnya jaringan telpon, penyedia air bersih, penyedia tenaga listrik dll, 

c) kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagi bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti penyelenggaraan pendidikan, 

kesehatan, transportasi dsb.  

Berdasarkan misi yang diembannya pelayanan umum atau pelayanan publik 

dibedakan menjadi pelayanan umum profit dan non profit. Penyelenggaraan 

layanan pendidikan  termasuk dalam pelayanan publik non profit yang sebenarnya 
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sama sekali tidak diperkenankan menarik keuntungan (profit) apapun. Dan semua 

bentuk kegiatan pelayanan publik tersebut mempunyai tujuan yang lebih banyak 

diarahkan untuk usaha kemakmuran rakyat.   

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah cerminan kinerja pemerintah. 

Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang 

terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan efisien akan sangat ditentukan oleh 

bagaimana misi dari birokrasi dipahami dan dijadikan sebagai basis dan kriteria 

dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi tersebut. Banyaknya keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator pelayanan yang 

diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan tersebut belum dapat 

memenuhi harapan pengguna layanan. 

Secara teoritis tujuan pelayanan adalah memuaskan pelanggan, yang berarti 

tujuan pelayanan publik adalah pada dasarnya memuaskan masyarakat. Maka 

kualitas pelayanan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang 

atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan 

konsumen atau pelanggan yang sudah ditentukan atau yang tersirat. Isu kualitas 

layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik.  

Barata (2003:26) mengatakan bahwa upaya memberikan layanan yang terbaik 

dapat diwujudkan apabila dapat menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, 

perhatian, tindakan, dan tanggung jawab yang terbaik dan terkoordinasi. 

Pelayanan prima adalah konsep kepedulian kepada pelanggan dengan 

memberikan layanan yang terbaik, atau layanan terbaik yang mengutamakan 

kepuasan pelanggan. Terdapat tiga hal pokok dalam pelayanan prima, yaitu: 1) 
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adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada pelanggan, 2) 

upaya melayani dengan tindakan yang terbaik, dan 3) ada tujuan untuk 

memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar pelayanan tertentu.  

 

2. Konsep penyelenggara pelayanan publik 

UU RI No 25/2009, pasal 1 (2) menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan 

publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik. 

UU RI No 25/2009, pasal 8 (1) menyatakan bahwa organisasi penyelenggara 

berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 

pembentukan. Ayat 2 menyebutkan sebagai penyelenggara sekurang-kurangnya 

memiliki: a) pelaksanaan pelayanan, b) pengelolaan pengaduan masyarakat, c) 

pengelolaan informasi, d) pengawasan internal, e) penyuluhan kepada masyarakat 

dan f) pelayanan konsultasi. 

Lebih lanjut ayat 3 menyebutkan bahwa penyelenggara dan seluruh bagian 

organisasi penyelenggara bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, 

dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. 

UU RI No 25/2009, pasal 15 menyebutkan kewajiban penyelenggara 

pelayanan publik adalah: a) menyusun dan menetapkan standar pelayanan, b) 

menusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, c) 

menempatkan pelaksana yang kompeten, d) menyediakan sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan 

yang memadai, e) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
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penyelenggaraan pelayanan publik, f) melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan, g) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, h) memberikan 

pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, 1) membantu 

masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya, j) bertanggung jawab 

dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, k) memberikan 

pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan 

diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatannya, dan l) memenuhi 

panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu 

tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara 

atau instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Konsep pelayanan berwawasan masyarakat 

UU RI No 25/2009, pasal 18 menyebutkan bahwa hak masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah: a) mengetahui kebenaran isi standar 

pelayanan, b) mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, c) mendapat tanggapan 

terhadap pengaduan yang diajukan, d) mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau 

pemenuhan pelayanan, e) memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk 

memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

standar pelayanan, f) memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki 

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 

pelayanan, g) mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar 

pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan 

ombudsman, h) mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan 
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standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina 

penyelenggara dan ombudsman, dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan asa dan tujuan pelayanan.  

 UU RI No 25/2009, pasal 19 menyebutkan bahwa kewajiban masyarakat 

adalah: a) mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam 

standar pelayanan, b) ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau 

fasilitas pelayanan publik, c) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.  

Dwiyanto A (2006:50) mengatakan:   

”banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 
diselenggarakan. Maka kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat 
dijadikan indikator kinerja organisasi publik”.  

 
Konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat atau berorientasi pada 

pengguna jasa itu sangat penting. Karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki 

pemerintah bersumber dari rakyat, sehingga maju atau mundurnya, kuat atau 

lemahnya suatu pemerintahan ditentukan oleh rakyat, sangat diperlukan. Maka 

dukungan masyarakat itu penting, untuk itu pemerintah harus berupaya 

memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Dan pada intinya 

penyelenggaraan pelayanan adalah diperuntukkan untuk masyarakat, dan 

masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah.  

 Ridwan J dan Sudrajat AS (2009:23) mengatakan bahwa:  
 

 Masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan, maka dalam konteks 
kemasyarakatan pelayanan publik berasal dari masyarakat, di mana tujuan 
utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 
masyarakat dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan yang baik, yang 
artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan 
pelayanan publik. 
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Menurut Sianipar (2000:14)  dalam Mulyanto (2008:72), konsep pelayanan 

yang berawawasan masyarakat adalah “suatu pemikiran, perencanaan dan 

pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap pemenuhan 

kebutuhan, keperluan dan kepentingan masyarakat”. Jadi fokus pelayanan adalah 

masyarakat. Lebih lanjut Sianipar mengatakan bahwa untuk menjadi seorang yang 

profesional dalam memberikan pelayanan maka aparatur negara harus memiliki 

kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing sebagaimana 

dinyakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang 

memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi 

kebutuhan khas orang lain.  

Demikian juga dengan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. UURI No 

20/2003 pasal 8 menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperanserta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.  

 

4. Konsep kualitas pelayanan 

Pemerintah/pemerintahan sudah seharusnya menganut paradigma berorientasi 

pada kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut 

secara sistemik (sejak masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga 

terwujud pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin tangible, 

reliable, responsive, aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya).  

Selanjutnya mengenai pelayanan yang berkualitas Ratminto dan Winarsih AS 

(2010:55) mengatakan: 

Salah satu faktor yang harus ada agar dapat diselenggarakannya pelayanan 
yang berkualitas adalah sistem pelayanan yang berorientasi pada kepentingan 
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pelanggan atau pengguna jasa.  Untuk mengukur kinerja pelayanan harus 
digunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan 
ukuran yang berorientasi pada hasil.  

 
Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila 

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.  

Jika pelanggan atau konsumen merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan 

yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak 

efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. 

Ukuran kinerja pelayanan yang berorientasi pada proses dapat menggunakan 

mekanisme “voice”, berarti adanya kesempatan untuk mengungkapan 

ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut 

keseimbangan posisi tawar antara instansi penyelenggara jasa pelayanan dapat 

dicapai dengan menerapkan konsep “customer complaint system” yaitu 

menciptakan suatu sistem penanganan keluhan yang efektif dan responsif, 

sehingga customer tidak merasa segan untuk menyampaikan keluhannya atau 

pengaduannya karena customer tahu pasti bahwa pengaduan itu pasti akan 

ditindak lanjuti. Sistem penanganan keluhan ini dapat dilakukan dengan menunjuk 

pejabat tertentu, membuka hotline, membuka kotak pos, atau email address. 

Ratminto & Winarsih AS (2010:7).  

Cara lain yang dapat dipakai untuk pengukuran kinerja pelayanan berorientasi 

pada proses adalah melalui identifikasi dan analisis terjadinya gap model persepsi 

kualitas yaitu apabila terdapat perbedaan antara persepsi manajemen tentang 
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harapan-harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang 

dirumuskan dan gap penyelenggaraan pelayanan yaitu jika pelayanan yang 

diberikan berbeda dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang telah dirumuskan, 

Ratminto & Winarsih AS (2010:8).  

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) dalam Ratminto & Winarsih AS 

(2010:175) menyatakan indikator pelayanan publik yang berorientasi pada proses 

adalah tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty.  Tangibles 

adalah ketampakan fisik, artinya pertampakan fisik dari gedung, peralatan, 

pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. Reliability atau 

reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 

antara penyelenggaraan pemerintahan daerah atau penyelenggaraan pelayanan 

dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan (secara akurat). 

Responsiveness atau responsivitas kemampuan untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 

program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Atau dengan kata lain adalah mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, 

keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers. Assurance atau  kepastian adalah 

pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam 

memberikan kepercayaan kepada customers. Emphaty  adalah perlakuan atau 

perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.  

Menurut Ratminto & Winarsih AS (2010:179) ukuran kinerja pelayanan yang 

berorientasi pada hasil menggunakan indikator : a) efektivitas yaitu tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam target, sasaran jangka panjang maupun 

misi organisasi, b) produktivitas yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan 
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Pemerintah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, c) 

efisiensi yaitu perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan, d) kepuasan 

yaitu seberapa jauh Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan karyawan dan 

masyarakat, e) keadilan yaitu cakupan atau jangkauan kegiatan dan pelayanan 

yang diberikan oleh Pemerintah yang harus diusahakan seluas mungkin dengan 

distribusi yang merata dan diperlukan secara adil. 

Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat pengguna serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi apa 

yang diharapkan masyarakat pengguna. Baik atau buruknya kualitas jasa 

tergantung dari kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan masyarakat 

pengguna secara konsisten dan berakhir pada persepsi masyarakat pengguna. Hal 

ini menunjukkan bahwa kualitas yang baik bukanlah diukur atau dirasakan oleh 

penyedia jasa layanan, namun dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima 

layanan tersebut. 

 Kotler (1996:48) dalam Liestyodono (2010), bahwa cara mengamati dan 

mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan sistem keluhan dan saran, survei 

kepuasan pelanggan, pengamatan pada kepuasan pelanggan. dengan demikian 

fokus pada kebutuhan/ keinginan masyarakat diartikan sebagai orientasi 

pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat atas layanan yang 

diinginkan masyarakat. Jika terdapat perbedaan persepsi terhadap pelayanan, serta 

terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelayanan, maka akan 

menimbulkan keluhan. 
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a.  Kualitas pelayanan pendidikan 

 UU RI No 25/2009, pasal 20 tentang standar pelayanan menyebutkan bahwa: 

1) penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 

kondisi lingkungan, 2) dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, 

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, 3) 

penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan 

dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, 

memiliki kompetensi, dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan 

keberagaman. 

Sementara itu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan nasional selama 

ini mengacu kepada UU RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

UU RI No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, PP RI Nomor 19/2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, PP RI Nomor 74/2008 tentang Guru, Permendiknas 

No 22/2006 tentang Standar Isi, Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, Permendiknas No 6/2007 sebagai penyempurnaan 

Permendiknas No 22 dan 23/2006, Renstra Depdiknas Tahun 2005–2009, 

Permendiknas No 6/2007 tentang Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,  

dan bagi sekolah yang mengembangkan layanan pendidikan RSBI maka ditambah 

dengan Panduan Penyelanggaraan RSBI yang dikeluarkan oleh Depdiknas Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas Tahun 2007.  
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UU No 20/2003 pasal 1 (10) menyebutkan bahwa satuan pendidikan adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.  

UU No 20/2003 pasal 4 (4), menyebutkan pendidikan diselenggarakan 

dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Pasal 4(6), menyebutkan bahwa 

pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan.  

UU No 20/2003  pasal 8 menyebutkan masyarakat berhak berperan serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. 

Pasal 11 (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah  wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara.  

Pasal 39 (1) menyebutkan tenaga pendidikan bertugas  melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 40 (2) 

menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (a) menciptakan 

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan 

dialogis, (b) mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Pamuji (2010), menyatakan dalam rangka kualitas pelayanan pendidikan 

sebagai berikut : 
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“setiap institusi pendidikan akan berusaha memaksimalkan jasa layanan dan 
meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Peningkatan 
kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai 
pelaku utama, peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan 
pendidikan”. 

 
Wibowo ME (2003:22) menyatakan, sejalan dengan konsep pelayanan 

berwawasan masyarakat maka dikembangkan pendidikan berbasis masyarakat 

(Community-Based Management) dan manajemen berbasis sekolah (School-Based 

Management), yang mempunyai tujuan untuk memperluas kesempatan pendidikan 

bagi pendidikan dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan mutu pendidikan. 

Dalam hal ini sekolah wajib melibatkan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan, dengan tetap mengacu kepada kerangka kebijakan nasional. Kaidah 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pegangan penting. Sejalan 

dengan itu maka dibentuklah Komite Sekolah.   

Yamin (2009:127), menyatakan adanya pendidikan yang kemudian 

diserahkan kepada pasar, maka akan menyulitkan masyarakat guna mendapatkan 

pendidikan layak dan bermutu. Indonesia yang sudah  masuk pada lingkaran 

neoliberalisme paska digelarnya kebijakan otonomi pendidikan telah menjadikan 

pendidikan menjadi perdagangan bebas. Harga pendidikan meroket. Lebih lanjut 

dikatakan (2009:132) bahwa setiap masyarakat manapun yang sudah terlanjur 

kecewa dengan kinerja pemerintah selama ini yang tidak becus mengurusi dunia 

pendidikan. Perilaku masyarakat yang demikian itu adalah sebuah kewajaran 

ketika harapan-harapan mereka selalu dikecewakan. Masyarakat selalu dibodohi 

oleh sekian janji yang tidak berbuah realitas.   

 

 

12/40706.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



35 
 

b. Kualitas pendidikan RSMABI 

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerintah 

menurunkan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Untuk menjadi SBI 

sekolah kategori standar harus melewati dulu menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI). Rintisan SMA Bertaraf Internasional yang selanjutnya 

disebut RSMABI adalah kebijakan program layanan pendidikan yang selalu 

memberikan jaminan kualitas kepada stakeholders. Keberhasilan program 

RSMABI dapat pula menjadi bahan rujukan bagi lembaga pendidikan lain untuk 

memberi jaminan kualitas, Depdiknas (200 7:2).  

Sartono (2010), menyebutkan  RSBI adalah merupakan suatu penawaran bagi 

sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi 

peserta didik karena RSBI memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan 

peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, terkait dengan 

masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain  profesionalisme yang 

dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Program RSBI adalah 

cikal bakal untuk menjadikan sekolah yang telah memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan penetapan sebagai SBI. Jika melihat uraian di atas maka RSMABI 

adalah program kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang dijanjikan 

oleh pihak sekolah kepada masyarakat.   

Istilah fokus pada pelanggan disebutkan dalam buku “Manajemen Berbasis 

Sekolah” yang diterbitkan oleh Depdiknas Dirjendikdasmen Direktorat Tenaga 

Kependidikan di Tahun 2003 sebagai berikut:  

“Siswa merupakan pelanggan utama sekolah yang harus menjadi fokus dari 
semua kegiatan sekolah, yakni semua masukan dan proses pendidikan yang 
dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan 
kepuasan peserta didik”. 
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Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana 

gedung yang bagus, pengajar yang kompeten, nilai moral yang tinggi, hasil ujian 

yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan 

komitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, 

kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian pada anak didik, kurikulum yang 

memadai, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Denovoidea (2009) lebih 

lanjut  menyatakan: 

“mutu dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedakan antara 
kesuksesan dan kegagalan. Sehingga, mutu jelas sekali merupakan masalah 
pokok yang akan menjamin perkembangan institusi pendidikan dalam meraih 
status ditengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras”. 

 

5. Konsep komunikasi 

Komunikasi adalah penyampaian informasi antara dua orang atau lebih 

dengan cara yang efektif sehingga pesan dapat dipahami. Dalam proses 

komunikasi antara pihak pengirim pesan dan penerima pesan kerapkali muncul 

suatu penyimpangan/gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima diartikan 

berbeda dari yang dimaksudkan oleh pengirim (Barata:54).  

Komunikasi merupakan bagian dari fungsi organisasi. Dalam organisasi 

komunikasi dapat mengalir ke atas dan ke bawah (vertikal) yang disebut juga 

Downward communication yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-

orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada 

bawahannya. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah: a) Pemberian 

atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction), b) Penjelasan dari pimpinan 

tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan (job retionnale), c) 
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Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku (procedures 

and practices), d) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

Ada 4 metode dalam penyampaian informasi kepada para pegawai menurut Level 

(1972) yaitu: 1) metode tulisan, 2) metode lisan 3) metode tulisan diikuti lisan dan 

4) metode lisan diikuti tulisan. 

 Komunikasi sejajar atau Horizontal communication, yaitu komunikasi yang 

berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan 

yang setara. Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah: a) memperbaiki 

koordinasi tugas, b) upaya pemecahan masalah, c) saling berbagi informasi, d) 

upaya pemecahan konflik  dan e) membina hubungan melalui kegiatan bersama. 

 Komunikasi melintang (diagonal) atau Interline communication, yaitu tindak 

komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Spesialis 

staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas-saluran ini karena biasanya 

tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat 

banyak komunikasi lintas-saluran yang dilakukan spesialis staf dan orang-orang 

lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain, diperlukan 

kebijakan organisasi untuk membimbing komunikasi lintas-saluran. 

Komunikasi dari bawah ke atas atau Upward communication yaitu 

komunikasi yang terjadi ketika bawahan (subordinate) mengirim pesan kepada 

atasannya. Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah: a) penyampaian 

informai tentang pekerjaan pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, b) 

penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang 

tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, c) penyampaian saran-saran perbaikan dari 
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bawahan dan d) penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri 

maupun pekerjaannya.  

Komunikasi ke atas menjadi terlalu rumit dan menyita waktu dan mungkin 

hanya segelintir kecil manajer organisasi yang mengetahui bagaimana cara 

memperoleh informasi dari bawah. Sharma (1979) mengemukakan 4 alasan 

mengapa komunikasi ke atas terlihat amat sulit, yaitu: 1) kecenderungan bagi 

pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka, 2) perasaan bahwa atasan 

mereka tidak tertarik kepada masalah yang dialami pegawai, 3) kurangnya 

penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai dan 4) perasaan 

bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang disampaikan 

pegawai.  

Tetapi komunikasi dalam organisasi sering tidak efektif. Proses umum 

komunikasi terdiri atas komunikator, pesan, perantara, penerima, dan balikan 

(umpan balik). 

Gibson dkk (1985:110) mengatakan bahwa komunikasi ke bawah mengalir 

dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam sebuah organisasi dan mencakup 

kebijaksanaan pimpinan, instruksi dan memo resmi. Komunikasi ke atas mengalir 

dari tingkat bawah ke tingkat atas sebuah organisasi dan mencakup kotak saran, 

pertemuan kelompok dan prosedur keluhan. Komunikasi horizontal mengalir 

melintasi berbagai fungsi dalam organisasi, diperlukan untuk mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Komunikasi diagonal bersilang 

melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi, serta penting dalam situasi di 

mana anggota tidak dapat berkomunikasi lewat saluran ke atas, ke bawah, ataupun 

horisontal. Komunikasi antar pribadi mengalir di antara para individu secara 
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langsung dan dalam situasi kelompok, dan merupakan pengaruh penting atas 

perilaku antar pribadi. 

Komunikasi sangat memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab 

terhadap implementasi sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus 

dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan 

secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika 

implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak 

secara jelas, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang 

ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai 

masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak 

mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuat 

kebijakan. 

Pernyataan bahwa komunikasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan 

juga disampaikan oleh Ekowati MRL (2009:38) sebagai berikut: 

 Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas 
spesifikasinya, kebingungan para implementor tentang apakah yang mereka 
lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan 
suatu kebijakan yang diharapkan. Jika intruksi implementasi yang tidak 
dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau 
samar atau tidak konsisten akan secara serius mempengaruhi implementasi. 

  

Wayne dan Don (1993:155) dalam Ramdani P (2008:16), komunikasi 

organisasi berhubungan dengan kualitas pelayanan. Terdapat dua bagian penting 

dalam komunikasi organisasi yaitu iklim komunikasi organisasi dan kepuasan 

komunikasi organisasi. Iklim komunikasi dapat menjadi satu pengaruh yang 
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penting dalam produktivitas organisasi. Kepuasan berkomunikasi dalam suatu 

organisasi pada gilirannya akan mempengaruhi bentuk pelayanan yang diberikan.  

Lebih jauh tentang komunikasi Sundarso (2007:4.11) mengatakan : 

 Efektifitas organisasi sering kali menurun karena proses dan mekanisme 
yang tidak lancar sehingga data dan informasi yang dibutuhkan sering 
terlambat dan tidak akurat. Mekanisme komunikasi yang lebih menekankan 
arus atas ke bawah (top down) tanpa diimbangi arus informasi dari bawah ke 
atas (bottom up), juga akan merugikan pihak organisasi. Komunikasi 
organisasi yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara arus 
komunikasi dari atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas.  

 

6. Konsep sumber daya 

Mandacan (2011) mengatakan bahwa sumber daya adalah potensi atau 

kekuatan yang ada dan atau dimiliki baik seseorang, suatu kelompok maupun 

suatu lembaga. Manajemen sumber daya  menduduki posisi utama dan strategis 

dalam organisasi apapun jenis dan ukurannya, dan memegang peranan penting 

dalam proses manajemen pada sebuah organisasi. Sumber daya merupakan 

komponen penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang penting 

meliputi staf institusi dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; 

informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, 

kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai 

dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan 

persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Jika sumber daya 

yang tersedia tidak cukup atau tidak memadai akan berarti bahwa Undang-undang 

tersebut tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-

peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. 
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Dalam implementasi kebijakan tidak hanya jumlah  sumber daya manusia 

saja melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk 

mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika sumber daya manusia  memadai 

dan memenuhi kualifikasi maka akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang 

tepat dan efektif. 

Mengenai sumber daya Akib dan Tarigan (2010) mengatakan sebagai berikut: 

“Input sumber daya merupakan faktor keharusan dalam proses implementasi 
kebijakan. Input sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam 
proses pengambilan keputusan dan  pengambil kebijakan, pelaksana 
kebijakan dan pengguna kebijakan yang dalam hal ini masyarakat dalam 
suasana dan lingkungan yang kondusif “. 

Menurut Edward III dalam Kertya W (2010), sumberdaya merupakan: 

“hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator 
yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi 
implementasi kebijakan terdiri dari: a) Staf, b) Informasi., c) Wewenang, 
dan d) Fasilitas”.  

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai 

(street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup 

memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan 

jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan 

implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian 

dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan.   

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: 

pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. 
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Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan 

dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.  

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi 

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik 

tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. 

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering 

terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas 

kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, 

efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para 

pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya, 

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, 

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

7. Konsep sikap pelaksana 

Sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi 

implementasi kebijakan publik, karena sikap pelaksana merupakan komitmen 

kepada program. Implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif jika para 

pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga 

harus memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya . Dan ada keinginan dari  
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mereka untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ekowati MRL (2009:66) 

mengemukakan : 

”Terdapat tiga elemen dari respon implementor yang mempengaruhi 
kemampuannya dan bersedia membawa kebijakan, yaitu kesadarannya 
(imprehensif, memahami tentang kebijakan), petunjuk atau arahan 
memberikan respon (ke arah atau menerima, netral, menolak) dan intensif”. 

 

Pada umumnya para pelaksana menggunakan otoritas dalam 

mengimplementasikan sebuah kebijakan, karena independensi mereka terhadap 

pembuat kebijakan. Juga karena kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. 

Walaupun para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi 

mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut namun pada akhirnya 

sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap 

kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak 

terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka. 

Menurut Edward III dalam Kertya W (2010) mengemukakan tentang sikap 

pelaksana sebagai berikut : 

 kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu 
faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan 
yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap 
positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 
kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 
dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 
negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik 
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang 
serius. 

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan 

Edward III tentang ”zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan 

melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 
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penghambatan lainnya. Sikap individu seperti ini dapat menimbulkan konflik. 

Purwanto AJ dkk (2007:8.36) mengatakan konflik pada level individu ini dengan 

cara:  

“membangun dialog dalam unit-unit kerja atau tim kerja, membentuk 
attitudinal structuring yaitu sebuah proses yang didesain untuk 
mempengaruhi perilaku-perilaku pihak-pihak yang beroposisi dan berupaya 
memperbaiki persepsi, penunjukan pihak ketiga, rotasi dan mutasi, 
penggantian personal, memilih pimpinan yang kuat”. 

 

8. Konsep struktur birokrasi 

Sundarso (2007:2.5) mengatakan, bahwa birokrasi berarti penunjukan 

kekuasaan(kewenangan) yang berlangsung melalui prosedur yang ditetapkan. 

Konsep birokrasi erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan. Dalam otoritas 

tradisional pemimpin mendapatkan hak-hak istimewa secara otomatis. Charles 

Perrow dalam Sundarso ( 2007:2.13) lebih lanjut mengatakan bahwa kondisi ideal 

birokrasi kenyataannya sulit dilaksanakan karena: a) ketidakmampuan birokrasi 

untuk memilih mana kepentingan pribadi/golongan dan mana kepentingan 

organisasi, b) ketidakluwesan birokrat untuk beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan.  

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi.  Inefisiensi 

struktur birokratis dapat menghambat sosialisasi sebuah kebijakan. Fragmentasi 

organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan 

kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama 

dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang 

langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-
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kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi 

penting menjadi terlupakan. 

Pada akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam 

arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam 

struktur birokrasi tersebut. Adanya hubungan antara birokrasi dengan pelayanan 

dikemukakan Dwiyanto A dkk (2006:59) dalam penelitian kajian Reformasi 

Birokrasi Publik. Di kata pengantarnya mengatakan :  

 Keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, 
responsif dan akuntabel masih amat jauh dari realitas. Pengakuan aparat 
birokrasi menggambarkan kecenderungan birokrasi dalam memberikan 
pelayanan lebih mengacu kepada ketentuan internal birokrasi, baik dalam hal 
prosedural maupun masalah. Kepentingan masyarakat pengguna jasa seperti 
aspirasi dan kebutuhan publik akan pelayanan cepat, terbuka dan adanya 
kepastian tidak pernah dipakai. Orientasi pemberi pelayanan belum bersandar 
pada kepuasan masyarakat pengguna jasa. 

 
Begitu juga dengan responsivitas atau kemampuan birokrasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna 

merupakan indikator dalam pelayanan yang mencerminkan produk pelayanan 

yang selama ini dihasilkan oleh birokrasi atau yang selama ini diberikan kepada 

masyarakat belum dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Dalam penelitian 

tersebut masih ditemukan tingginya keluhan dari masyarakat terhadap produk 

layanan dari birokrasi pelayanan. Rendahnya tingkat resposisivitas adalah 

merupakan indikasi rendahnya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan. 

Aparat birokrasi enggan menolong masyarakat dengan memberikan pelayanan 

yang baik.   

Purwanto AJ dkk (2007:8.33), desain birokrasi seringkali secara inheren 

merupakan sumber konflik yang potensial. Desain birokrasi seolah-olah 

menempatkan adanya kelas-kelas staff. Demikian juga dengan ukuran kinerja 
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yang tidak sesuai, juga merupakan sumber konflik. Cara mengatasi konflik harus 

disesuaikan dengan sumber konflik. Sumber konflik meliputi dua hal, yaitu 

konflik yang bersumber pada struktur dan konflik yang bersumber pada sikap 

individu.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Purwanto AJ (2007:8.35), ada tiga cara yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik pada tingkat struktur, yaitu:1) 

melakukan perubahan struktural, 2) meningkatkan peranan integrasi, dan 3)  

menyesuaikan hierarki kewenangan dengan kebutuhan organisasi.  

  

9. Review penelitian kualitas pelayanan pendidikan 

a. Penelitian tentang Kualitas Pelayanan 

Mirin  Primudyastuti melakukan penelitian tentang “Hak Konsumen 

Pendidikan” (2008).  Latar belakang dari penelitiannya adalah karena banyak 

sekolah selaku lembaga pendidikan tidak selalu memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada anak didiknya, bahkan banyak yang merugikan. Tidak selalu 

obsesi orang tua untuk mendapat pelayanan pendidikan yang baik dapat terpenuhi, 

hak anak didik selaku konsumen terabaikan. 

Berbagai konflik mewarnai penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang 

berakibat banyaknya guru yang tidak memberikan pelajaran atau banyaknya jam 

kosong, sehingga konsumen pendidikan (anak didik) menjadi merana dan 

terabaikan 

Lembaga pendidikan yang ada sekarang ini sebagian besar memafatkan 

keberlangsungannya dengan berorientasi pada imbal jasa, karena siswa membayar 

atas semua ilmu yang diterimanya. Lembaga pendidikan hendaklah 
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memperhatikan hak peserta didik sebagai konsumen, sehingga terjadi 

keberlangsungan pendidikan yang baik. Segala informasi yang dikeluarkan untuk 

menarik minat peserta didik haruslah dikemas dengan jujur, benar dan akurat. 

Bukan malah sebaliknya banyak sekolah yang menyebarluaskan brosur penuh 

dengan kebohongan dan kepalsuan. Menurut Suyatno (2009), pembelajaran di 

kelas hendaknya dapat memberikan kenyamanan belajar kepada siswanya.  

b. Penelitian tentang komunikasi dan kualitas pelayanan pendidikan   

Priatna R (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh komunikasi 

organisasi terhadap kualitas pelayanan bidang pendidikan menengah di kota 

Bandung  (Studi kasus di dinas Pendidikan kota Bandung)” mengatakan : 

 Salah satu masih lemahnya informasi pelayanan berupa penyampaian 
informasi pelayanan berupa penyampaian informasi yang terlambat dan 
kurangnya media penyampaian perkembangan pendidikan di wilayah 
kerjanya, sehingga sebagian besar masyarakat kurang puas dengan bentuk 
kualitas pelayanan yang diberikan terutama dilihat dari sisi penyajian dan 
penyampaian informasi mengenai pendidikan di kota Bandung.  

 
Hasil penelitian Priatna R  tersebut adalah efektivitas dari komunikasi 

organisasi yang meliputi iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi organisasi 

mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di kota Bandung. Peningkatan 

efektifitas komunikasi berupa transparansi informasi baik berupa tata kelola atau 

sumber daya yang disediakan dengan menggunakan bentuk komunikasi yang 

terbuka penggunaan media dan melibatkan seluruh staf. Iklim komunikasi yang 

perlu dibangun dan ditingkatkan meliputi kepercayaan dalam komunikasi, 

pembuatan keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke 

bawah, dan mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Kepuasan komunikasi yang 

perlu dibangun dan ditingkatkan adalah bagaimana baiknya komunikasi, dari 
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siapa datangnya, bagaimana cara penyebarluasan, bagaimana diterima, bagaimana 

diproses dan bagaimana direspon. 

c. Hubungan birokrasi dan kualitas pelayanan pendidikan 

Depdiknas (2007), bahwa orangtua siswa akan datang ke sekolah dalam acara 

pengambilan rapor, pertemuan orang-tua siswa, penerimaan siswa baru, atau 

panggilan resmi dari kepala sekolah karena ada masalah yang berkenaan dengan 

kenakalan siswa masih bersifat birokratis. Dengan kata lain, hubungan sekolah 

dan orangtua siswa masih bersiifat satu arah, yakni dari sekolah kepada orangtua 

siswa. Belum banyak arah yang sebaliknya. Paling-paling surat pemberitahuan 

karena anaknya sakit, atau memintakan izin anak karena ada keperluan keluarga. 

Belum ada misalnya surat dari warga masyarakat atau orangtua yang berisi 

evaluasi atau masukan kepada sekolah.  

Dalam paradigma lama, sekolah dipandang sebagai unit birokratis yang 

terendah dalam satu hierarkis organisasi departemen pendidikan. Sebagai unit 

birokratis, maka pola layanan pendidikan kepada keluarga dan masyarakat 

menjadi kaku, karena adanya jalur-jalur birokrasi tertentu. Sebagai misal, untuk 

mengundang orangtua siswa perlu surat resmi dari sekolah. Sehingga kehadiran 

orangtua siswa ke sekolah yang tidak kerena surat panggilan seperti itu sering 

menimbulkan pertanyaan ’ada apa’ atau ’apakah Anda menerima surat panggilan 

dari sekolah’. Dalam hal ini sekolah lebih memosisikan dirinya lebih tinggi dari 

orangtua siswa. Posisi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat seharusnya setara. 

Merasa sebagai unit birokrasi terendah, maka hubungan antara sekolah dan 

keluarga lebih bersifat defensif. Sekolah tidak merasa perlu berhubungan dengan 

keluarga dan masyarakat jika tidak ada keperluannya. Demikian juga sebaliknya 
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pandangan orangtua dan masyarakat terhadap sekolah. Kalau ada masalah 

kenakalan anak, prestasi belajar yang rendah, sebagai misal, orangtua akan 

menyalahkan sekolah. Sebaliknya, menurut keluarga dan masyarakat, kesalalahan 

itu terletak pada pundak sekolah. Masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab 

bersama. 

10. Kerangka Berpikir 

Peneliti termasuk dalam pelanggan intern SMA N 1 kota Tegal, sangat 

merasa prihatin dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan pendidikan di 

sekolah.  Banyaknya  keluhan ketidakpuasan pelanggan intern dan ekstern 

terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan telah mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan pendidikan di 

SMA N 1 kota Tegal ini.  .  

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal 

masih belum mencerminkan sepenuhnya berorientasi pada pelanggan. Pihak 

sekolah telah melakukan sosialisasi kualitas pelayanan yang dijanjikan dengan 

cara menyebar brosur PPDB, mengundang guru koordinator, road show, iklan, 

internet. Spesifikasi kualitas peogram pelayanan pendidikan tersebut dikuatkan 

kembali dalam RAPBS yang disahkan melalui rapat akbar orang tua/wali peserta 

didik.  

Namun dalam kenyataannya ada kesenjangan antara spesifikasi pelayanan 

pendidikan standar RSMABI yang dijanjikan dengan pelayanan sesungguhnya, 

sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan pelanggan. Walaupun ada banyak 

keluhan tentang rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan 
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RSMABI di SMA N 1 kota Tegal  dari peserta didik atau orang tua/wali peserta 

didik namun belum ditanggapi dengan positif.  

Peneliti melihat dan merasakan adanya hambatan komunikasi antar bagian 

dalam birokrasi sering menimbulkan banyak perbedaan persepsi dan benturan 

dalam segala macam implementasi penyelenggaraan pelayanan. Rendahnya 

sumber daya dalam ketersediaan atau kesiapan dalam penggunaan, baik sumber 

daya fisik yang berupa sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam 

menjalankan kinerja pelayanan pendidikan,  sering menimbulkan ketidakpuasan 

pelanggan. Tidak termanfaatkannya orang-orang dalam struktur birokrasi dalam 

segala bentuk kegiatan menyebabkan rendahnya penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan. 

Kondisi komunikasi yang rendah atau terhambat, rendahnya sumber daya, 

rendahnya sikap pelaksana, dan tidak efektifnya struktur birokrasi dalam segala 

macam kebijakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat berdampak 

pada rendahnya kualitas pelayanan pendidikan.  

 

1. Diagram alur kerangka berpikir  

Oleh karena itu peneliti bermaksud melihat sejauh mana pengaruh 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi  terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 Kota Tegal. Diagram alur 

kerangka berpikir dapat disajikan seperti gambar 2.1. 
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Gambar  2.1 Diagram Alir Kerangka Berpikir 

ü Ada kesenjangan antara 
kualitas pelayanan yang 
disosialisasikan dengan 
kenyataan yang ada 

ü Adanya konflik intern dan 
ekstern  
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1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. sikap pelaksana 

4. struktur birokrasi 
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Ø Kualitas pelayanan 

pendidikan belum sesuai 
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Ditemukan : 
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3. Sikap pelaksana yang kurang 
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2. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang penelitian, kajian pustaka dan kerangka berpikir, 

peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

a. Ada hubungan positif dan signifikan antara proses komunikasi dengan 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal.  

b. Ada hubungan positif dan signifikan antara sumber daya dengan kualitas 

pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal. 

c. Ada hubungan positif dan signifikan antara sikap pelaksana dengan 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal. 

d.  Ada hubungan positif dan signifikan antara struktur birokrasi dengan 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal. 

 

11. Definisi Operasional Variabel 

Variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Variabel terikat:  kualitas layanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 Tegal 

(Y). 

2. Variabel bebas:  komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana  

(X3), dan struktur birokrasi (X4) di SMA N 1 kota Tegal. 

Definisi operasional variabel-variabel penelitian tentang pengaruh 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan pendidikan RSMABI di  SMA N 1 Kota Tegal  

adalah sebagai berikut: 
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1. Kualitas  pelayanan  pendidikan  

Kualitas pelayanan pendidikan adalah derajat penyelenggaraan layanan 

publik yang oleh diatur oleh UURI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

UURI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PPRI No 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  PPRI No 74 Tahun 2008 

tentang Guru, Panduan Penyelenggaraan RSBI yang diterbitkan oleh Depdiknas 

Direktorat SMA Tahun 2007, pamflet atau brosur yang berisi janji pelayanan yang 

dijanjikan. 

Tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan  pelanggan. Kualitas 

pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat 

pengguna jasa serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi apa yang 

diharapkan masyarakat. Dalam variabel ini digunakan lima dimensi kualitas 

pelayanan menurut Zeithaml,et yaitu :  berwujud,  reliabilitas,  responsivitas,  

jaminan, dan  empati. 

Lima dimensi kualitas pelayanan tersebut masih dijabarkan lagi ke dalam 

indikator-indikator yang sudah disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan 

pelayanan pendidikan. Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel kualitas 

pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.  

Tabel 2.1  Operasionalisasi Variabel Kualitas Pelayanan Pendidikan RSMABI di  

SMA N 1 Kota Tegal 

Kualitas 
Pelayanan (Y) 
(Zeithaml,1990: 
26) 

Berwujud 
(Tangibles) 
 

1. Kelengkapan sarana prasarana 
2. Lokasi strategis 
3. Kenyamana ruangan 
4. Kecukupan petugas 
5. Kebersihan 

Kehandalan 
(Reliability) 

1. tepat waktu 
2. Kesesuaian prosedur 
3. Kesetaraan/perlakuan sama 
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 dari petugas 
4. Kesederhanaan 
5. Ketepatan 

Ketanggapan 
(Responsiveness) 
 

1. Ketanggapan kebutuhan 
pelanggan 

2. Penerimaan kritik dan saran 
3. Penuh perhatian 
4. Kemudahan 
5. Memiliki pengetahuan yg 

memadai 
Keyakinan/jaminan 
(Assurance) 
 

1. Keamanan 
2. Kepastian hukum 
3. Kepercayaan 
4. Tanggungjawab 
5. Kejelasan petunjuk pelayanan 

Empati 
(Empathy) 
 

1. Pemahaman kebutuhan 
pelanggan 

2. Keinginan membantu 
pelanggan 

3. Kesesuaian pelayanan dengan 
kebutuhan 

4. kepedulian dengan pelanggan 
5. Keinginan menindaklanjuti 

kritik 
 

2.  Komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi di 

SMA N 1 kota Tegal 

Komunikasi adalah komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya, serta 

komunikasi horizontal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sumber daya 

menyangkut sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Sikap pelaksana 

menyangkut sikap penyelenggara pelayanan pendidikan yang mendukung atau 

kurang mendukung kepuasan pelanggan. Struktur birokrasi adalah yang 

menyangkut pejabat-pejabat level SMA N 1 kota Tegal dari tingkat yang paling 

atas sampai ke yang paling bawah dalam rangka kinerja penyelenggaraan 

pelayanan pendidikan stándar RSMABI di SMA N 1 kota Tegal. 
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Untuk lebih jelasnya operasionalisasi dari variabel komunikasi, sumber daya, 

sikap pelaksana dan struktur birokrasi di SMA N 1 kota Tegal dapat dilihat pada 

tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana, 

Struktur birokrasi  

Sosialisasi 
UUPK 

Komunikasi 
antar organisasi 
di SMA N 1 
Tegal ( X1 ) 

1. Keberadaan program sosialisasi 
2. Kesesuaian isi pesan sosialisasi 
3. Kejelasan pesan 
4. Kualitas media sosialisasi 
5. Kualitas koordinasi antar lembaga 
6. Kecocokan sistem koordinasi 

Sumber daya 
SMA N 1 Tegal 
( X2 ) 

1. Kecukupan jumlah sarana dan 
prasarana 

2. Dampak sarana dan prasarana 
3. Kecukupan jumlah dana 
4. Dampak dana terhadap tugas 
5. Upaya memenuhi kebutuhan tugas 
6. Kecukupan jumlah personal 
7. Upaya memenuhi keterbatasan 

personal 
Sikap Pelaksana 
di SMA N 1 
Tegal 
( X3 ) 

1. Pengetahuan pelaksana  terhadap 
spesifikasi pelayanan  

2. Pemahaman pelaksanaan pelayanan 
sesuai janji  

3. Motivasi pelaksana terhadap kinerja 
pelayanan RSMABI 

4. Tujuan undividu pelaksana  
5. Keinginan pelakana  
 

Struktur 
Birokrasi SMA 
N 1 Tegal 
( X4 ) 

1. Struktur organisasi pelaksana  
2. Pembagian tugas dan wewenang 
3. Hubungan instruksi antar pelaksana  
4. Koordinasi antar pelaksana  
5. Standar dan prosedur operasional 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang manajemen administrasi publik 

dengan spesifikasi pada kualitas pelayanan pendidikan di sekolah sebagai satuan 

pendidikan. Rendahnya tingkat komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan 

struktur birokrasi ada kemungkinan mempengaruhi kualitas pelayanan 

pendidikan.  

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif korelasional karena 

menjelaskan dan menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Dalam hal ini tingkat keterpengaruhan variabel bebas terhadap variabel 

terikat.   

Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah eksplanatori 

survei, yaitu: menjelaskan dan menganalisis besarnya pengaruh komunikasi, 

sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi di  sekolah  terhadap kualitas 

pelayanan pendidikan. 

Penggunaan desain kuantitatif dalam penelitian ini dengan alasan bahwa 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi, bersama dimensi-

dimensinya dapat diukur dengan statistik terapan. Kemudian data penelitian 

tersebut diuji sesuai atau tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang telah 
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dirumuskan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data penelitian yang diperoleh dapat dipergunakan untuk ukuran besarnya 

pengaruh dari setiap variabel penelitian. Dan apabila dilihat dari judul dan 

rumusan masalahnya yang bersifat  asosiatif atau menanyakan hubungan antara 

dua variabel yang menyatakan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, 

maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kausalitas dari komunikasi 

(X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3) dan struktur birokrasi (X4) sebagai 

variabel bebas terhadap kualitas pelayanan pendidikan sebagai variabel terikat 

(Y). 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan 

struktur birokrasi suatu sekolah sebagai satuan pendidikan terhadap kualitas 

pelayanan akan dilaksanakan di SMA N 1  Kota Tegal yang beralamat di Jalan 

Menteri Supeno 16, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa SMA N 1 kota 

Tegal adalah SMA terfavorit pada saat ini yang banyak diperebutkan masyarakat. 

SMA N 1 kota Tegal menjadi barometer pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan bagi SMA–SMA lain di kota Tegal dan daerah lain sekitarnya.  

Alasan lain yang mendasari adalah peneliti bertugas di satuan pendidikan 

tersebut sehingga dapat lebih dekat dan jelas serta dapat merasakan peristiwa apa 

saja yang terjadi pada layanan pendidikan tersebut, sehingga diharapkan nantinya 

hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas 

pelayanan RSMABI di SMA N 1 khusunya dan SMA yang lain pada umumnya. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Januari, 

Februari, Maret 2011. Walau tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang jika 

dirasa data masih kurang mencukupi. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat pendidikan di SMA N 1 kota 

Tegal. Masyarakat pendidikan di SMA N 1 kota Tegal dibedakan antara 

masyarakat pengguna jasa pelayanan pendidikan  yang disebut pelanggan, dan 

pengelola jasa pelayanan pendidikan. Pelanggan ada dua macam, yaitu pelanggan 

internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah guru-guru SMA N 1 kota Tegal, 

dan pelanggan eksternal adalah peserta didik dan para orang tua mereka. 

Pengelola adalah kepala sekolah dengan para pembantunya yang dalam hal ini 4 

wakil kepala sekolah, kepala tata usaha dengan para staf, serta bendahara-

bendahara. Guru berperan sebagai pengelola sekaligus pelanggan internal. 

Populasi dalam penelitian ini  peserta didik SMA Negeri 1 kota Tegal yang 

berjumlah 859 orang, orang tua/wali 859 orang, guru 53 orang, staf tata usaha atau 

tenaga tekhnis non kependidikan ada 20 orang, Walikota Tegal 1 orang, dan 

Komite Sekolah ada 17 orang. Jadi total populasi ada  1817 orang.  

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, 

adalah teknik  pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tipe yang 
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dipilih adalah simple random sampling, adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010 : 120). 

Peneliti menggunakan taraf kesalahan populasi 10%, dengan alasan karena 

cukup besarnya populasi, waktu, tenaga dan sumber dana yang tersedia. Jumlah 

populasi ada 1817,  maka jumlah sampel yang diperlukan berdasarkan rumus 

Isaac dan Michael yang sudah dituangkan dalam tabel penentuan jumlah sampel 

dari populasi tertentu adalah 235 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah sampel dapat 

dilihat di lampiran 5 tentang  tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu 

dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%.  

 

C. Instrumen Penelitian 
 

Data dalam penelitian ini terdapat data kuantitatif dan kualitatif. Data utama 

adalah data kuantitatif, tetapi tidak semua indikator dari variabel tersebut dapat 

diungkap melalui kuesioner, maka masih dibutuhkan data kualitatif untuk 

melengkapi data kuantitatif. 

1. Macam instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif 

tentunya berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data 

kualitatif. Maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner  

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

12/40706.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



60 
 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari 

responden (Sugiyono, 2010:19).  

Kuesioner cocok digunakan untuk responden yang jumlahnya cukup besar. 

Seperti dalam penelitian ini jumlah responden adalah 235 orang. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan yang tertutup yang 

diberikan kepada responden secara langsung, dan dalam waktu yang tidak terlalu 

lama, karena ada kontak langsung antara peneliti dengan responden. Pernyataan 

kuesioner disediakan lima alternatif jawaban  dengan nilainya sebagai berikut :  

A. sangat setuju (nilai 5) 

B. setuju (nilai 4) 

C. kurang setuju (nilai 3) 

D. tidak setuju (nilai 2) 

E. sangat tidak setuju (nilai 1) 

Kuesioner dikembangkan melalui butir-butir pertanyaan yang disesuaikan 

dengan variabel bebas komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap pelaksana (X3), 

struktur birokrasi (X4) dan variabel terikat kualitas pelayanan pendidikan (Y). 

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel terikat kualitas pelayanan 

pendidikan RSMABI di SMA N 1 Tegal (Y) masih dijabarkan lagi menjadi 

indikator-indikator yang merupakan bagian dari dimensi kualitas pelayanan 

menurut Zeithaml. Dan dimensi pengukuran kualitas pelayanan pendidikan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Tangible (berwujud), 2) Reliability 

(reliabilitas), 3) Responsivveness (responsivitas) , 4) Assurance (jaminan) dan 5) 

Emphaty (empati). 
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Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel bebas X adalah terdiri 

atas 40 pertanyaan untuk 4 variabel bebas tersebut. Variabel bebas komunikasi di 

SMA N 1 kota Tegal (X1) terdiri atas 8 pertanyaan dari no 1 sampai 8,  sumber 

daya organisasi SMA N 1 kota Tegal (X2) terdiri atas 10 pertanyaan dari no 9 

sampai dengan no 18,  sikap pelaksana organisasi SMA N 1 kota Tegal (X3) 

terdiri atas 13 pertanyaan dari no 19 sampai no 31, dan  struktur birokrasi 

organisasi SMA N 1 kota Tegal (X4) terdiri atas 9 pertanyaan dari no 32 sampai 

no 40. Dan masing-masing variabel masih dijabarkan lagi dalam indikator-

indikator. 

Masing-masing pertanyaan  mempunyai alternatif jawaban ada 5 buah, yaitu 

sangat setuju (bobot nilai 5), setuju (bobot nilai 4), kurang setuju (bobot nilai 3), 

tidak setuju (bobot nilai 2) dan sangat tidak setuju (bobot nilai 1). 

b. Pedoman wawancara 

Instrumen pedoman wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data 

kualitatif dari proses wawancara. Data wawancara diperlukan untuk menguatkan 

data kuantitatif atau untuk menemukan hal-hal yang tidak dapat diungkap melalui 

instrumen kuesioner. Ada pedoman wawancara untuk Walikota Tegal, untuk guru 

dan sataf tata usaha dan orang tua/wali atau peserta didik ( lampiran 6). 

c. Dokumen 

Dokumen merupakan bukti yang otentik yang berupa data-data di lapangan. 

Dokumen pendukung tersebut dapat berupa administrasi-administrasi yang 

didapat dari pihak sekolah seperti: risalah tinjauan mutu, hasil isian kuesioner 

tingkat kepuasan pelanggan. Untuk dokumen dapat dilihat di lampiran 7. 
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2. Validitas instrumen kuesioner 

Pelaksanaan uji coba dilakukan terhadap 20 responden. Jawaban dari 20 

responden tersebut dikumpulkan kemudian divalidasi. Pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Untuk membantu 

mempercepat pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan 

rumus validitas konstruk dengan rumus sebagai berikut : 

å åå å
å å å

--

-
=

})(}{)({ 2222 YYnXXn

YXXYn
r xy  

Keterangan :  

xyr   : Koefisien korelasi 
X  : Skor butir soal 
Y   : Skor total 
å X  :  Jumlah skor angka butir soal yang dijawab siswa. 

åY  :  Jumlah angka setiap skor soal. 
 (Arikunto, 1998:160). 

 

Kriteria pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung 

dengan r tabel. Jika pada pehitungan ternyata hasil r hitung > r tabel maka butir 

instrumennya dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka instrumen 

tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan. 

3. Reliabelitas instrumen 

Reliabilitas menunjuk suatu pengertian bahwa suatu instumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang reliabel apabila dipergunakan dalam penelitian akan 

diperoleh data yang dapat dipercaya. Koefisien reliabilitas instrumen 

dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir petanyaan yang 

diberikan oleh responden. 
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 Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Suatu instrumen 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat diandalkan dan terpercaya. 

(Arikunto, 1998:170). Untuk mengukur reliabilitas pada penelitian ini digunakan 

rumus Alpha sebagai berikut: 

 =11r ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
å

2

2

1
1 t

b

k
k

s

s
 

Keterangan: 

11r   :  reliabilitas instrumen. 
K         :  banyaknya butir pertanyaan. 

å 2
bs  :  jumlah varians butir. 

2
ts  : varians total. 

Arikunto (1998:180).  
 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden.  

4. Hasil validitas dan reliabelitas  

a. Hasil uji validitas kuesioner 

Sebelum uji validitas dan reliabelitas telah disiapkan kuesioner untuk variabel 

X yang berisi 50 pertanyaan dan disebarkan kepada 20 responden di luar 

responden sampel. Setelah diuji validitasnya dinyatakan 43 pertanyaan valid dan 7 

pertanyaan tidak valid.  

Demikian juga dengan variabel X, telah disiapkan kuesioner variabel X yang 

berisi 55 pertanyaan dan disebarkan kepada 20 responden di luar anggota sampel. 

Setelah uji validitas dinyatakan 40 pertanyaan valid dan 15 tidak valid. Lebih 

jelasnya uji validitas kuesioner dapat dilihat pada lampiran 8.  
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b. Hasil uji validitas data 

Kuesioner tentang kualitas pelayanan pendidikan (Y), komunikasi, sumber 

daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi di SMA N 1 kota Tegal setelah diisi 

oleh responden kemudian ditarik kembali. Hasil pengisian data tersebut kemudian 

ditabulasi dan diolah dengan bantuan program SPSS 12. Data kuesioner kualitas 

layanan pendidikan di SMA Negeri 1 kota Tegal dapat dilihat pada lampiran 11 

tabel tentang persen kumulatif data kualitas pelayanan pendidikan. Data tersebut 

berasal  235 responden yang mengembalikan kuesioner dan dinyatakan 100% 

valid. 

Variabel bebas yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi. Perolehan data tentang variabel bebas dari responden secara rinci dapat 

dilihat pada (lampiran 11) tabel tentang persen kumulatif komunikasi, persen 

kumulatif sumber daya, tentang  persen kumulatif sikap pelaksana, dan tentang 

persen kumulatif struktur birokrasi. Dari tabel-tabel tersebut semua data  tentang 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah 

dinyatakan 100% valid. 

c. Hasil uji reliabilitas data 

Data yang didapat dari 235 responden tersebut tidak ada yang hilang. 

Instrumen untuk variabel kualitas pelayanan pendidikan terdiri atas 43 butir 

pertanyaan. Instrumen kuesioner untuk mengukur variabel sosialisasi ada 40 butir 

pertanyaan yang terdiri atas  8 pertanyaan tentang komunikasi, 10 pertanyaan 

tentang sumber daya, 13 pertanyaan tentang sikap pelaksana dan 9 pertanyaan 

tentang struktur birokrasi. Semua data sudah dinyatakan valid 100% , dapat dilihat 

pada tabel  Case Processing Summary (lampiran 11).     
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Uji reliabilitas data dengan rumus Alpha Cronbach menghasilkan nilai  0,659  

yang berarti data tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi. Untuk lebih 

akuratnya nilai Alpha Cronbach dapat dilihat pada lampiran 11.     

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Data utama penelitian ini adalah data kuantitatif, tetapi tidak semua indikator 

dari variabel tersebut dapat diungkap melalui kuesioner, maka masih dibutuhkan 

data kualitatif untuk melengkapi data kuantitatif tersebut. 

1. Teknik pengumpulan data 

Terdapat 2 macam data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung (responden), 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut masih dibedakan lagi menjadi 

data kuantitatif dan kualitatif. Untuk memperoleh data–data tersebut digunakan 

teknik  pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Pengumpulan data kuesioner 

Kuesioner dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden secara 

acak. Dalam pengisian kuesioner tersebut, responden hanya diperkenankan 

memilih satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan.  

Responden diberi 2 macam kuesioner, satu untuk mengukur seberapa jauh 

variabel X yang berisi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi, dan yang satu untuk mengukur kualitas layanan pendidikan RSMABI di 

SMA N 1 Tegal. Data kuesioner yang sudah masuk ditabulasi dan kemudian 

diolah dengan program SPSS 12. 
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b. Observasi  

Observasi ini dimaksudkan untuk mengawali penelitian,  dilakukan dengan 

angket atau kuis sederhana, pengamatan langsung, tanya jawab sepintas, atau 

wawancara dengan pelanggan pendidikan, guru atau staf tata usaha yang ada di 

SMA N 1 kota Tegal. 

c. Studi dokumentasi dan kepustakaan 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui sumber-

sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik yang 

sifatnya kajian teoritik maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tingkat 

kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, indikator-indikator terlaksananya 

pelayanan di sekolah.  

d. Wawancara 

Wawancara diperlukan untuk memberikan penguatan penjelasan dari data 

yang sudah didapat secara kuantitatif atau data yang tidak bisa dijelaskan secara 

kuantitatif. 

 

E. Metode Analisis Data 

1. Deskripsi data dan pengkriteriaan 

Analisis deskriptif  digunakan untuk mendapatkan gambaran penyebaran data 

hasil penelitian dari masing-masing variabel secara kategorial. Skor yang 

didapatkan dari masing-masing variabel dibuat kriteria skor menjadi lima seperti 

yang telah diraikan di atas, yaitu kategori sangat rendah, rendah, cukup baik, baik 

dan sangat baik. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner tentang komunikasi, 

sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan kualitas pelayanan 
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pendidikan. Data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

digunakan untuk menguatkan data kuantitatif. 

Pengukuran derajat kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 

Tegal menggunakan 5 kategori/kelas interval. Penetapan kategori  klas interval 

berdasarkan pada jumlah butir pertanyaan variabel kualitas pelayanan pendidikan 

yang terdiri dari 43 pertanyaan, dengan akhir diperoleh dari skor sempurna (5) 

dikalikan jumlah soal (43) dibagi jumlah kategori (5). Maka  nilai tertinggi adalah 

43X5=215. Nilai paling rendah adalah 43.  Selisih nilai tersebut ada 172 dibagi 5 

kategori , yaitu sangat rendah, rendah, sedang, cukup tinggi dan sangat tinggi.  

Interval data untuk variabel kualitas pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Tegal 

adalah skor (43─77) memiliki kategori sangat rendah, skor (78─111) kategori 

rendah, (112─145) kategori cukup baik, skor (146─179) kategori baik, skore 

(180─215) kategori sangat baik.  

Variabel bebas terdiri atas komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan 

struktur birokrasi. Faktor komunikasi ada 8 pertanyaan, maka interval data untuk 

komunikasi (8X5) perinciannya adalah skor (8─14) memiliki kategori sangat 

rendah, skor (15─20) kategori rendah, (21─26) kategori cukup baik, skor (27─32) 

kategori  baik, skore (33─40) kategori sangat baik.  

Faktor sumber daya ada 10 pertanyaan, maka interval datanya adalah (10X5) 

perinciannya adalah skor (10─18) memiliki kategori sangat rendah, skor (19─26) 

kategori rendah, (27─34) kategori cukup baik, skor (35─42) kategori  baik, skor  

(43─50) kategori sangat baik.  

Faktor sikap pelaksana dalam sosialisasi ada 13 pertanyaan, maka interval data 

untuk sikap pelaksana (13X5) dengan perincian sebagai berikut, skor (13─23) 
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memiliki kategori sangat rendah, skor (24─33) kategori rendah, (34─43) kategori 

cukup baik, skor (44─53) kategori  baik, skor (54─65) kategori sangat baik.  

Faktor struktur birokrasi ada 9 pertanyaan, maka interval data untuk stuktur 

birokrasi (9X5)  secara ideal mempunyai perincian  skor (9─16) memiliki kategori 

sangat rendah, skor (17─23) kategori rendah, skor (24─30) kategori cukup baik, 

skor (31─37) kategori  baik, skor (38─45) kategori sangat baik.  

2. Uji persyaratan analisis 

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

yang dikumpulkan dapat memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik 

yang telah direncanakan. Untuk menghitung korelasi dibutuhkan persyaratan 

antara lain hubungan X dan Y harus linier dan bentuk distribusi semua variabel 

dari subyek penelitian harus berdistribusi normal, dan homogen. Maka untuk uji 

persyaratan analisis diperlukan uji normalitas dan  uji homogenitas.   

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan program SPSS 

12. Untuk mengetahui distribusi data penelitian normal atau tidak  dengan cara 

membandingkan antara data yang dimiliki dengan data yang berdistribusi normal 

yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.  

Penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan histogram dan kurva 

yang diolah dengan bantuan SPSS 12. Data penelitian yang penyebarannya 

normal memiliki ciri mean, median, dan modus bernilai sama, membentuk kurva 

yang sama atau kurva lonceng.  
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Sebaran data yang normal juga dapat dilihat dari hasil perhitungan SPSS versi 

12 dengan cara membandingkan nilai skewness dengan standard error of 

skewness, dan membandingkan kurtosis dengan standard error of kurtosis. Jika 

rasio skewness dan  rasio kurtosis berada di interval -2 dan +2 maka data tersebut 

berdistribusi normal atau kurva simetris. 

b. Uji homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui dua atau lebih kelompok data 

dalam penelitian berasal dari populasi yang memiliki variansi sama. Penelitian ini 

uji tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS 12. Kehomogenan dipenuhi jika hasil 

uji tidak signifikan untuk suatu taraf signifikansi (α) tertentu (biasanya 0,05 atau 

5%). Jika signifikansi  >  α maka variansi setiap sampel sama atau homogen, jika 

signifikansi  < α maka variansi setiap sampel tidak sama atau tidak homogen. 

Output uji ini dapat dilihat pada tabel Levene Statistic.  

3. Uji asumsi klasik 

a. Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan cara menganalisa 

nilai VIF. Jika nilai VIF lebih dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya ada 4, yang berarti perlu ada uji multikolinearitas untuk mengetahui 

untuk antar variabel bebas tersebut .  
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b. Uji heteroskesdasitisitas 

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi hal ini dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar untuk menganalis ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah : 

- Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola tertentu, serta titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mengetahui terjadi tidaknya autokorelasi di antara 

anggota observasi yang terletak berderetan dalam bentuk model regresi yang 

linier. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam 

interval waktu tertentu.  Autokorelasi adalah korelasi dalam model regresi linier, 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (t-1).  

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin Watson.  

4. Uji hipotesis 

Terdapat 4 variabel bebas yaitu komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap 

pelaksana (\X3), dan struktur birokrasi (X4). Jika diturunkan dari variabel dapat 

dirumuskan 4 masalah asosiatif, yaitu pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 

terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y , dan pengaruh X4 terhadap Y. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Y. Uji hipotesis di penelitian ini 

menggunakan : 1) uji koefisien keseluruhan (uji F), dan 2) uji koefisien 

determinasi (R square). 

Formulasi rancangan analisis : persamaan model linier pilihan yaitu : 

Ŷ =  a + bX 

Keterangan : 
Ŷ = nilai yang diprediksi 
X = nilai variabel prediktor 
a = bilangan konstan 
b = bilangan koefisien predictor 
  

a. Uji koefisien keseluruhan (uji F) atau Uji ANOVA 

Jika F hitung (regresi) > F tabel pada taraf signifikansi 5% (α=0,05), maka 

harga F hitung (regresi) signifikan, yang berarti adalah bermakna atau ada 

hubungan regresi atau linier. Uji liniearitas dilakukan pada masing-masing 

variabel bebas dan terikat.  Dengan  melihat pada ANOVA , membandingkan nilai 

sig dengan nilai α, jika nilai sig > α 5% maka Ho diterima dan H1 ditolak yang 

berarti tidak ada hubungan linier, demikian juga jika sig < α 5% maka Ho ditolak 

dan H1 diterima yang berarti ada hubungan linier. 

b. Uji koefisien determinasi (R square) 

Untuk melihat lemah atau kuatnya hubungan linier atau hubungan pengaruh   

maka dilihat di Model Summary pada kolom R square, berada di bawah 50% atau 

di atas 50%.  Besarnya pengaruh tersebut dilihat dari nilai R square  antara 0 

sampai dengan 1 . 

5. Uji korelasi  
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Uji korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana atau ukuran seberapa 

kuat hubungan antara variabel bebas X1, X2, X3, X4 dan kualitas pelayanan 

pendidikan RSMABI di  SMA N 1  kota Tegal (Y). 

Angka indeks korelasi adalah suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk 

mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang 

dikorelasikan. Angka indeks korelasi menunjukkan tinggi rendah, kuat lemah, 

besar kecil hubungan suatu variabel. Jika koefesien korelasi positif, maka 

hubungan kedua variabel searah. Searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, 

maka variabel Y juga tinggi. Jika koefesien korelasi negatif, maka hubungan 

kedua variabel tidak searah. Tidak searah artinya jika variabel X nilainya tinggi, 

maka variabel Y akan rendah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
 

 Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut :  

1. Kualitas pelayanan pendidikan standar RSMABI di SMA N 1 kota Tegal 

termasuk kategori cukup. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan 

pelanggan pendidikan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan standar RSMABI di SMA N 1 kota Tegal.  

Hasil pengukuran dimensi kualitas pelayanan pendidikan di SMA N 1 

kota Tegal adalah : a) Tangible, termasuk kategori cukup, b) Reliability, 

termasuk kategori cukup, c) Responsiveness, termasuk kategori cukup, d) 

Assurance , termasuk kategori cukup,  e) Empathy , masuk kategori cukup. 

2. Adapun kondisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :  

a. Komunikasi  yang menyangkut  UUPK adalah cukup baik. 

b. Sumber daya yang mendukung program sosialisasi UUPK adalah cukup 

baik. 

c. Sikap pelaksana dalam program sosialisasi UUPK adalah rendah. 

d. Struktur birokrasi dalam mendukung program sosialisasi UUPK adalah 

cukup  
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3. Komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi mempunyai 

hubungan pengaruh terhadap  kualitas pelayanan pendidikan  RSMABI  di 

SMAN 1  kota Tegal, dengan perincian sebagai berikut: 

a. Komunikasi berpengaruh sangat kuat, positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di  SMA N 1  kota Tegal 

ditunjukkan oleh besarnya pengaruh  64,9%.   

b. Sumber daya berpengaruh  cukup kuat, positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di  SMA N 1  kota Tegal  

ditunjukkan oleh besarnya pengaruh  56,6%.  

c. Sikap pelaksana berpengaruh cukup kuat, positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1  kota Tegal 

ditunjukkan oleh besarnya pengaruh  47,7%.   

d. Struktur birokrasi berpengaruh cukup kuat, positif dan signifikan 

terhadap kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1  kota 

Tegal  ditunjukkan oleh besarnya pengaruh  50,7%.  

e. Urutan besar pengaruh 4 variabel terhadap kualitas pelayanan pendidikan  

RSMABI di SMA N 1 kota Tegal adalah : 1) komunikasi 0,649, 2) 

sumber daya 0,566,  3) struktur birokrasi 0,507,  dan 4) sikap pelaksana 

0,477.   

 

B. Saran 
 

 Penulis memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi hasil penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Hasil penelitian yang menyatakan terdapat gambaran mengenai hubungan 

yang cukup kuat, dan berpengaruh positif serta signifikan  dari komunikasi 

terhadap kualitas pelayanan pendidikan RSMABI di SMA N 1 kota Tegal 

agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi khususnya 

kepada penyelenggara pendidikan di SMA N 1 kota Tegal untuk dapat 

meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap konsumen pendidikan yang 

dalam hal ini adalah peserta didik di SMA N 1 kota Tegal. 

2. Sumber daya fisik dan SDM perlu ada upaya peningkatan. Beberapa hal  

sumber daya fisik yang perlu ditingkatkan adalah kondisi sarana dan 

prasarana sekolah yang seharusnya tersedia dalam jumlah  sesuai dengan 

kebutuhan dan perencanaan serta selalu siap pakai sehingga tidak 

menghambat pembelajaran. Dari SDM, perlu ada peningkatan penguasaan 

bahasa Inggris dan TIK untuk guru sehingga akan berdampak pada 

peningkatan pembelajaran bilingual dan pembelajaran berbasis TIK serta 

e_learning.   

3. Pada struktur birokrasi, perlu adanya peningkatan pada : 1) optimalisasi 

efisiensi struktur birokrasi, sehingga struktur birokrasi bukan hanya sekedar 

pelengkap administrasi tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan peranannya 

sebagaimana mestinya, 2) optimalisasi peran masyarakat sebagai kontrol 

dalam mengawal kualitas pelayanan pendidikan, 3) koordinasi antar aparat 

dalam struktur birokrasi sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam 

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, 4) sistem kerja birokrasi yang 

mengutamakan kualitas pelayanan pada pelanggan pendidikan dengan 
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meningkatkan mengakomodasi hak, kewajiban konsumen pendidikan serta 

kewajiban sebagai pelaku usaha bidang pendidikan. 

4. Berdasarkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

pendidikan RSMABI di SMAN 1 kota Tegal, disarankan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu langkah-langkah perbaikan 

dengan urutan skala prioritas perbaikan sebagai berikut : 1) komunikasi yang 

terbuka dan saling percaya sehingga dibangun iklim dan kepuasan 

komunikasi, 2) sumber daya yang berorientasi kepuasan pelanggan 

pendidikan khususnya sarana pendukung pembelajaran dan profesionalitas 

SDM, 3) membangun birokrasi yang berorientasi kepuasan pelanggan 

khusunya keterbukaan penyusunan struktur birokrasi, job deskripsi, prosedur 

kerja dan pemerataan pembagian tugas, 4) membangun sikap pelaksana 

khususnya yang menyangkut pengembangan sikap positif sebagai pelaku 

usaha pendidikan.  
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